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Abstrak
 

Peranan sistem pembayaran dalam sistem perekonomian semakin hart semakin panting seiring dengan

semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi,

yaitu untuk rnenjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta

sebagai slat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Untuk itu sistem pembayaran perlu

diatur dan diawasi agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat,

handal dan aman.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman maka perlu didukung dengan

aturan yang komprehensif sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak

yang terkait dalam sistem pembayaran. Berbagai layanan pembayaran dalam sistem pembayaran dapat

menjadi alternatif bagi masyarakat yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Untuk masyarakat yang

sudah maju ada kecenderungan untuk memilih pembayaran non tunai dengan pertimbangan praktis dan

aman. Salah satu sistem pembayaran non tunai adalah dilakukan dengan transfer dana. Tranfer dana telah

dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan

perekonomian masyarakat. Sepintas tranfer dana nampaknya sebagi suatu proses yang sederhana yaitu

adanya permintaan dart pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana

dengan aman dan cepat oleh penerima. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan transfer dana sudah

sedemikian kompleks karena melibatkan berbagai pihak, media transfer dana, persyaratan, waktu

pelaksanaan dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut akan berpotensi

menimbulkan risiko dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Pada saat ini pengaturan transfer dana

tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan meskipun esensinya sendiri telah diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan kliring dan BI-RTGS. Disamping itu jugs

Undang-Undang yang terkait secara tidak Iangsung dengan transfer dana misalnya Undang-Undang tentang

Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian pelaksanaan transfer dana masih tunduk pada ketentuan yang tidak seragam tergantung

dart masing-masing bank. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana. Sehubungan

dengan tersebut maka perlu dilakukan kajian apakah perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan yang

khusus mengatur transfer dana dan dalam hal perlu materi apa saja yang harus diatur.
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